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RINGKASAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan dengan
sindak korupsi, hal ini tentunya mengurangi akuntabilitas pemerintah, Salab satu
cara untuk mengembalikan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan
pengendalian internal (nfermal confrol} dalam  melaksanakan  pengadaan
harang/iasa,

{leh karena itu peneliti ini bermujuan untuk mengetahui penerapan
pengendalian internal dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum,
mengetahui kelemahannya dan meuntberikan soelusi.

Metode penelitian vang akan digunekan oleh penulis adalah metode
deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalgh studi
pusiaka dan penetitian lapangan.

Proses pengadaan barang/jasa di Pusat Kuarikulum secara umum tefah
melaksanakan pengendalian internal. Karenz telah melaksanakan setiap
komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian  resikn, pengendalian  resiko, infommpasi dan  komunikasi, serta

moniforing,

Kata Kunei:

Pengadaan Pemerintahan, Aspek Pengendalian Internal, Pusat Kurikulum

vi

Universitas Indonesia

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB Ul, 2009



ABSTRACT

Government procurement for goods/services at this present still
susceptible with corruption, this opinion will diminish government accountabilify.
One of the ways to give back government accountability through internal control
implement in goverament procurement.

Objective from this research to know how internal control implement in
government procurement at Pusat Kurikulum, its weakness and give solution to it.

Research method used in this thesis is Descreiptive qualitative method,
with data collection method through litersture research and field ressarch.

Government pmcare;nwz process at Pusat Rurikelum in general have
bean implement internal control, because have met COSO internal control
component which is environment control, risk assessment, risk control,

information and communication, and monitaring.

Key Word:

Government Procurement, Internal Control Aspect, Pusat Kurikuium
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BABI

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan dengen
tindak korupsi, hal ini diperkuat dengan pemberitaan yang dimuat oleh harian
Kompas pada tanggal 23 Agustus 2008 tentang 18 modus korupsi di daerah,
diantaranya berksitan dengan pengadaan barang/jass berupa penggelembungan
nilai pengadaan dan kolusi antara penyedia barang dengan panitia. Pemberitaan
sepertl ini {entunya mengurangi akuntabilitas pemerintah. Salah satu cara untuk
mengembalikan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan pengendalian
imtemal Unternal control) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa,

Pengendalian  internal  dalam  pengadaan  barangfjasa  pemeriniah
scharesnya dilakukan sampai unit kerja terkecilunit akuntansi pembantu kuasa
pengpuna anggaran vang hanya melakukan pengadaan barang/jasa sederhana. Hal
ini penting dilakukan dalam upays untuk menjaga agar suaftu instansi pemerintah
tetap berada dalam jalur menuju pencapalan misi atau fujuannya serfa uptuk
meminimalisir terjadinya suatu kejadian yang akan membawa dampak kerugian
finansial maupun nonfinansial. Pengendalian internal yang dilaksanakan secars
mematdai akan mampu mendorong ke arah efisiensi, mengurangi risiko kehilangan
asel, dan membaniu meyakinkan keandalan laporan kevangan dan ketaatan
terhadap peraturan pemndamg-unda:;gan yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian internal pengadaan barang/jasa akan dianalisis

dengan mengpunakan lima komponen COSO yang paling banyak diterima secara

i
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umum karens bersifat infegrated framework, karena pengendalian internal bukan
suatu event atau keadaan, tetapt suatu seri tindakan yang terjalin dalam spatn
aktivitas entitas, Tindakan-iindakan ini bersifat mengikat antuk selurub personil
dalam organisasi dan ierpadu dalam cara panitia pengadaan menjalankan
fungsinya. Proses pengadaan, yang dilakukan dalam atau lintas unit organisast
atay fungsi-fungsi, dikelols melalyi proses-proses dasar mangjemen yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Pengendalian internal adalah bagian
terpadu dari proses ini. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memfungsikan
dan memantay tindakan serta relevansinys yang berkelanintan,

Pusat Korikulum, sebagst sslah satu pusat di Badan Penglitian dan
Penpembangan Departemen Pendidikan Nasional nverupakan entitas akentansi
dengan jumiah pegawai tidak febih dari 120 orang mempunyai tugas pokok dan
fungsi yang berkaitan dengen kerfkulum. Kwerikulom merupakan seperangkat
rencana dan pengaturan mengenal fajuan, isi, dan behan pelajaran serta cara yang
digunakan schagai pedomaun penyelenggarsan kegiatan pembelajaran wnitvk
mencapal tujuan pendidikan tertente. Dan sampai dengan saat el Pusat

Kurikuium hanya melakokan pengadaan sederhana,

1.2, Perumusan dae Pembatasan Masalah

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan korupsi
dan kolusi oleh masyarakat. Untuk menghilangkan opini ini setiap unit kerfa
ierkecil di pemerinfah harus melaksanakan pengendalian internal ferhadap
pelaksanaan pengadaan barangfiasanya. Oleh karena itu permasalahan yvang

diteliti pada studi ini terfokus pada Apakah pengadaan yang dilaksanakan oleh
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Pusat Kurikalum telah melaksanakan pengendalian imternal? Apa saja kendala dan
kelemahannya? Dan Bagaimanakah solusinya?

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup Pusat Kurikulum yang
mempunyal hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenal pengendalian

internal, Hal ini dilakukan untuk kemudshan pencarian data dan dokumen,

1.3, Tujuan Penelitian

Penelitian inl bertuiuan votuk mengeiahul pencrapan pengendalian internal
daiam pengadaan barangfjasa di Pusat Kurikujom, dan mengevaluasi penerapan
pengendalian internal dalam pengadaan barangfiasa di Pusat Kurikulum
selanjutnya menemukan kelemahan dan solusi untuk memperbziki kelemahan

tersebut,

1.4. Metode Penetitian

Metode penelitian yang skan digunakan olel penulis adalah metode
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan analisis data
vang kemudian dideskripsikan secara sistematis, faktua! dan akurat mengenai
fakia-fakta, sifat, dan hubungen antar kejadian yang diteliti dengan cara
mengumpuikan, mengkiasifikastkan, menyaiikan serta menganalisis data dan
informasi yang didapat mengenai pengendalian internal di Pusat Kurikulum vang

kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpuian.

1.5, Tekeik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Studi pustaka dan

Penclitian lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan

mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, catatan-catatan atau laporan tertulis
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mengenal pengendalian internal, dae hal-hal yang mempunyai hubungan dengan
masalah yang diteliti.

Sedangkan Penelitian lapangan dilakukan langsung di Pusat Kurikulum
untuk mencdapatkan data yang dibutubkan dangan menggunakan wawancara.
Penulis langsung mengadakan tanys jawab dengan pihak-pibak yang berwenang
di Pusat Kurikolum untuk mendapatkan data dan informasi vang diperfukan dalam

penelitian ini.

1.6, Kelemaban Penelitian

Penelitian ind hanya herdasarkan studi kepustakaan dan analisis dokumen
di Pusal Kurikuhmm, seriz sedikitnya jumiah responden dan jawaban hasil
wawancara mengandung unsur sphiektif sehinggs hasil penelitian tidak bisa

dijadikan acuan pada organisasi lain.

1.7, Sistematilca Penulisan

Sistimatika penulisan karya akbir terdiri atas lima bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut

Bab I Pendabuluan menguraikan latar belakang, perurmuvsan dan
pembatasan masaiah, tjuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan
data, dan sistematika penulisan,

Bab [[ Landasan teot] berisi pengertian pengadaan barangfjasa menurut

teori, dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, serta pengertian pengendalian

internal,
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Bab HI Gambaran Umum Pusat Kurikulum memberikan informasi
mengenai strukiur organdsasi, tugas dan fungsi, seria pelaksanaan pengadaan
barang/ass i Pusat Kurikaium,

Bab IV Analisis Komponen Pengendelian Internal di Pusat Kurikulum
menyajikan analisis lima komponen pengendalian internal dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum,

Bab V Kesimpulan dan Saran berisikan kesimpulan yang dipercleh dari
hasil analisis pembahasan pada BAB IV dan saran untuk Pusat Kurikulum yang

diharapkuan dapat digunakan di instanst {ni.
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BARBRII

LANBASAN TEORI

2.1.  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintab

Pengadaan merupakan salah satu kegiatan pumerintah yang sudsh sejak
tama dilaksanakan. Hal ini terbukti denpan adanya catafan sejarah mengenal
pengadaan  pemerintah, Pelaksanaan pengedasan  pemérintah  periama  kali
ditemulan di Siria tertulis pada lempengan tanah list merab, pengadaan itu
bertanggal antara 2400-2800 sebelum masehi. Pengadaan tersebut untuk 50 batol
minyzk wangi esensial dengan harpa 608 biji-bijian kecil yang ringan. Bukti lain
dari sejareh pengadaan adalah perkembangan pertukaran sutera antara cina dengan

koloni yunani pada tahun 800 sebelum masehi.'

2.1.1 Pengertian Peagadaan Barang/Jasa Pemeriniah

Menurut  kamus oaline the  free dictionary’,  pengadaan
pemerintab/penawaran publik adalah pengadaan barang dan jasa atas
nama oforitas pemerintah. Sedanpkan Pengadaan barangfiass pemerintah
menurit Schisve-Campo dan Sundaram adalzh Perolehan barang, jasa,
dan prasarana umum dalam wakiu tertentu yang mensghasilian nilad

terbaik bagi pemerintah maupun masyarakat,

Sesuai dengan pendapat dari Schiavo-Campo dan Sundaram,

Ensiklopedia online Wikipedia mendefinisikan pengadaan pemerintah

""That, Khi V. Public Proe Re-exminad, 2001,
¢ hupfencyclopedia thefreediglionary com/Governmeni+orocuremenl, 2608,

&
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sebagai perolehan barang dar/atau jasa dengan wial biaya kepemilikan
vang terbaik, dengan kualitas dan kuantitas, waktu dan tempat yang fepat
sehingga dapat digunakan atau memberikan keuntungan langsung kepada

pemerintah. Biasanya para pibak difkat dengan kontrak.

Perpres No.& Tahun 2006 sebagai perubshan keempat Keppres
No.8C Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan yang dimaksud
dengan pengadaan barangfissa pemerintah sdalah keglatan pengadaan
barangfiasa vang dibiavai dengan APBN/APBD, baik vang dilaksanakan

secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

2.1.2. Tujuan Sistem Penpadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistern  pengadaan  barangfissa vang dibuat setiap negara
tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, disesuaikan dengan kondisi
dan kepentingan masing-masing Negara. Tujusn tersebut bissanya
terdapat dilandasan hukum pengadaan barang/iasa yang berdaku di
negaranya. Tujuan dan sistem pengadaan barang/jasa menurut Schisvo-

Campo dan Sundaram yaitu:

i} Ekonomis {economy)

2} Mendorong kompetisi {Fostering compelition)

3) Substitusi impor (Import substitution)

4} Pencrapan Good Governance {Prociising Good Governance)

5} Melindungi kepentingan magsyarakat (Protecting the interest of
citizens}

6) Melindungi lingkungan (Protecting the environment)
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Sedangkan di Indonesia tujuan pengadaan barang/iasa pemerintah
menurut Pasal 2 angka (2) Keppres 80 Tahun 2003 adalah agar pengadaan
barangfiasa dilakuken secara efisicn, efeltif, terbuka dan bersaing,
transparan, adil/tidak diskrimninatif, dan akuntabel, dengan demikian tujuan
pengadaan di indonesia tadi prinsipnya tidak berbeda dengan pendapat
dari Sheiavo-Campo dan Sundaram.,

2.1.3. Prinsip Umum Pengadaan Barapg/Jasa Pemerintah

Prinsip umum meropakan  dasar/anutan  utama  yang harus
dilaksanakan dalam setiap pengadaan barang/iasa oleh pernerintah. Robert
Jourdain dan Nadia Balgobin (2003} mengemukakan bahwa prinsip umum

pengadaan barangfiasa pemerintah antara Jain:

[, Transparansi

2. Ekonomis

o

Efisiensi dan tepat waktu (fimelines)

5

KeadHan (Fairness and eguality)

Jika prinsip terscbut di atas tidak terpenuhi, mengindikasi
kemungkinan terjadinya korupsi atau praktek kecurangan yang blasanya
didefinisikan scbagai penyalahgunaan jabatan/kewenangan atau kesalahan

dalam mengungkapkan fakta.

2.1.4. Siklus Peagadaan

Menurat Schiave-Campo dan Sundaram siklus pengadaan terdiri

dari tahapan sebagai berikut:

» Identifikasi kebutuhan pengguna barang/jasa dan penyiapan prayek
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Identifikasi iai terdiri dari penentuan persyaratan dari pengguna
barang, spesifikasi barangfiasa yang akan ditawarkankan, mengkaji
ulang apakah kebutshan dapat diperoleh dibanyak toko, dapatkah
barang yang akan ditenderkan digantiken dengan barang lain dengan
kualitas yang sama, dan sebagainys;

Penentoan prosedur pengadaan

Langkah terpenting dalam penpgadaan adalah penentuan prosedur
pengadaan. Karena menentukan spaksh penawaran tersebul hanya
untuk penyedia barang/jssa dengah kualifikasi tereniu, stau uniuk
penyedia barang/iasa skala lokal, atau skala internasional;

Proses penawaran (hiasanva diprosss deagan prosedur prekualifikasi)
Untuk pelelangan dengan sistem kompetisi, surat undangan dikitimkan
kepada  penyedia  barangfasa,  Surat  undangan  inl - harus
menspesifikasikan karakteristik barangfass yang akan diszdiakan,_
kriteria pemilihan, dan penpaturan tentang pemenang perawaran.
Harga merupakan kriteria terpenting dalam penawaran, namun
bukaniah kriteria dasar. Di banyak kasus, kriteria harga fidak tertaiu
penting dibandingkan keiteria teknik dan kualifas. Pemilihan sistem
pelelangan dengan harga terendah secsra sistematis dapat mengarah
pada pembelian barang usang atau barang dengan kualitas rendah.

Menghindari akibat dari pelelangan ini, biasanya dilakukan kaji ulang
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melalui dua langkah, yang pertama kualifikasi teknis, kemudian basis
biayanya?
2.1.8. Cara Pelaksanaze Pengadaan
Cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa menurut Rose-Ackerman’

terbagi menjadi empat kategori yaito:

1. Pembelian yang memeeriukan penelitian dan pengembangan khusus,
seperti pesawat tempur disain terbary;

2. Pembelian proyek dengan tuiuan khususkorapleks, seperti fasilitas
bendungan atau bandara yang tidak memerlukan teksologi tinggi
namun memeriokan keahlian manajerial dan organisasi;

3. Pembelian produk siandar vang dijual di pasar, seperti kendaraan
bermotor atau persediaan kesehatan;

4. Versi tertentu darf guatu produk yang dikhususkan, sebenamys
produk tersebut tersedia di pasar, seperti sistem komputer khusus
atau armada mobil polisi.

2.1.6. Garis Besar Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Indonesia
2.1.6.1LLandasan Hukum
Landasan hukum sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia
diatur melalul  Keputusan Presiden/Peraturan  Presiden, dengan

Peraturan/Ketentuan Operasional seperti misalnya Keputusan maupun

? Schigvn-Carnpo. Tommasi, Goverpment Exnenditre, 1999,
4 Rose-Ackerman, 8. Corruption and Government: Causss, Consequences, snd Reform. 1999,
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Surat Bdaran Meateri/Pimpinan Lembaga, dalam berbagai keputusan
serta instruksi lainnva. Prosedur dan pelaksanaannya telah berkembang
dan mengalemi beberapa perbaikan dan peayempurnaan dari waktu ke

wakil,

Beberapa ketentuan yang dijadikan landasan hukum yang
mengatur ketentuan pokok sistem pengadaan barangfjasa di Indonesia

selama ini antaza laim:

1) Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984

2y Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994

3) Keputusan Presiden No. |8 Tahun 2000

4)  Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

4y  Keputusan Presiden No. 61 Tabun 2004

6}  Peraluran Presiden No, 32 Tahun 2803

7y Peraturan Presiden No. 7¢ Tahun 2003

8} Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006

Ketentuan pokok pengadaan barang/iasa pemerintab yang saat

int berlaky adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksapaan Pengadasn Barang/lasa Pemerintah dengan beberapa
perubahan Ketentuan sebagaimana diatur dafam Kepres No. 61 Tahun
2004, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden No.
70 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. § Tahun 2006 yang merupakan
perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat atas Keppres No. 80

Tahun 2003
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2.1.6,2. Para Pibak Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/iJasa

Para piliak (subjek] yanj ferkai dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa penterintah merupakan pihak vang
berkepentingan/berwenang  dengan  pelaksanaan  pengadaan
barangfiasa, Para pihak tersebut yaitu Pengpguna Angpgaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Pelayanan

Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan Pengpuna Barang/Jasa.

Pengguna  Anggaran  merupakan  pejabat | pemepang
kewenangan penggunaan anggaran kementerizn negara. Di bawabhnya
terdapat Kuasa Pengguna Anggaran sebapai Pejabat yang ditunjuk oleh
Pengpuna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian.

Kuasa Pengpuna  Angparan  berhak membestuk  Pamitia
Pengadaan atau mengangkat Pejabat Pengadaan. Panitia Pengadaan
merupakan tim yang diangkat oleh Pengguna AnggaranfKuass
Pengguna  Anggaran  untuk  melsksanakan pemiiihan  penyedia
barang/iasa lebih dari lima pulub juta rupiah. Sedangkan untuk
pengadaan barangfiasa dengan nilal sampal dengan lima pulub juta
rupiah  Pengguna Anggaran/Kussa Pengguna Anggaran  cukup
mengangkat Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan.

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat vang disngkat
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik

pekerjaan yang berianggung jawab atas pelaksanaan pengadasn

barang/iasa.
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Unit Pelayanan Pengadaan sebagai satu unit yang terdiri dar
pegawai-pegawai ysng telah memiliki sertifikal keahlian pengadaan
barang/jasa  pemerintah, yang  terbentuk  oleh  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus
untuk melaksanakan pemiliban penyedia barangfjasa di lingkungan
Departemen, jika tidak ada siafl di departemen tersebut vang memenuhi
syarat sebagai Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.

SRedangkan Penyedia barang/lasa merupakan badan ussha atau
orang perorangan  vang  kegiatan  usahanya  menyediakan
barang/layanan jasa dengan mengikuti proses pelelangan  yang

diadakan oleh Peiabat atan Panitia Pengadaan.

2.1,6.3. Prinsip dan Cara Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip-prinsip pengadaan barang/iasa merupakan pedoman
bagi Panitia pengedasn danfaieu  peiabat dalam  mengeluarkan
keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus didasarkan
pada nilai-niial dasar tersebut. Dengan demikian akan dapat tercipta
suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, parntisipasi dan
persaingan yang sehat dan terbukea antara penyedia jasa vang setara
dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum
bagli semua pihak, schingpa dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses pengadaan barangfiasa, karena hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, batk dari segi fisik,

keuangan dan manfaatnys bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi
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pemerintat sebagaimana diatur dajam Keppres No. 8¢ Tahun 2003

sebagai berikot:

1) Efisien berarti penpadaan harangfjasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapal sasaran
yang ditetapkan dlam waktu scsingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungawabkan;

2) Efektif berarti pepngadaan barangfjass harus sesual  dengan
kebutuhan vyang telah ditctapkan dan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besamnya sesuat dengan sasaran yang ditetapkan;

3} Terbuka dan bersaing berarti pengadean barangfjasa hanus terbuka
bagi penyedia barangfjasa yang memenuhi persyaratan dan
difaknkan melalui persaingan vang sehat di antats penyedia
barang/iasa vang setara dan memenuhi syarat/criteria tertenty
berdasarkan ketentuan dan prosedur vang jelas dan fransparan;

4} Transparan berarli semua ketentuan dan informasi mengens
pengadaan  barang/iasa, tormasuk  syarat teknis  administras
pengadaan, t2ta cara evaluast, hasil evaluasi, penetspan calon
penyedia barangfiasa, sifat terboka bagi peserta penyedia
barang/jasa vang berminal serta bagi masvarakat luas pada
umLmnya;

5) Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perfakuan yang sama
bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah unink

mernberi keuntungan kepada pihak tertenty, dengan cara dan atay

alasan apapu;
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6y Akuntabel berarti harus mencapal sasavan baik fisik, keuangan
maupun  manfast bagl kelancaran pefsksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesval dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/iasa.
Sedangkan Pengadaan barangfiasa pemerintah di Indonesia dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan penyedia barang/jasa atay
swakelola. Arti dari menggunakan Penyedia Barang/lasa adalah
pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/iasa seiclah
melalul proses pemilihan barangfasa dengan metode pemilthan vang
ditentukan. Sedangkan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan
sendivi oleh pengguna barangfjasa, atau dikuasekan kepada instansi
pemerintzh -~ bukan  pemanggung  jawab  anggaran/kelompok

masgyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2.1.64. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara umum yang diatur
di Indonesia adalah Pelelangan umum, Pelelangan terbatas, Pemilihan

langsung, dan Penunjukan fangsung.

Pelelangan umum merupakan suatu metode pemilthan penyedia
barang/jasa yang dilakukap secara terbuka dengan pengumuman secard
luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat
kabar provinsi. Sedangkan Pefelangan terhatas adalsh suatu metode yang
digunakan jika jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan
diyakini terbatas den umtuk perkerjaan yang kompleks. Cara

pelaksanaanya adalah dengan diumumkan secara luas sekurang-
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kurangnys di satu surat kebar nasional dan/atav satu surat kabar provinsi
dengan mencantumkan penvediz barangfasa yang mampy, pguna
memberi  kesempatan kepada penyedia barangfasa lainnya yang
memenuhi koalifikasi,

Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia
barang/jasa  yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-
banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya tiga penawaran  darl
penyedia barang/issa yang telah lulus prakualifikasi serta dilskukan
negosiast baik teknis maupun biaya serfa harus diumumkan melalui
papan pengumuman jesmil  untuk penerang;n wmam  dan bila
memungkinkan melalui internet. Sedangkan Penunjukan langsung
merupakan metode penunjukan langsung terhadap satu  penyedia
barang/jasa dengan cara melzkukan negosiasi baik teknis maupun btaya
schingga diperoleh harga yang wajar dan secra  teknis  dapat

dipentanggungiawabkan,

Pengendalian Internal

2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal

Internal contrel (1C) terdiri dari 2 kata, yaitu Juternal dan Control.
Internal memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan suats

struktur organisasi.  Sedangkan kata contro! memiliki arth untuk
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mengendalikan agar kesalahan yang terjadi tidak sampai merusak.” Sedang

menurut INTOSAI, arti kata control adalah:

« Mengurangi sumber daya yang digunakan untuk kegiatan, dengan tetap

mendapatkan kualitas yang memadai (INTOSAI auditing standards)

- Akuisisi di waktu yang tepat dengan penggunaan biaya, sumber daya
manusia, dan material termurah yang sesuai baik kualitas dan

kuantitasnya (glossarium)®

Thomas Jefferson University mendefinisikan pengendalian internal
sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen,
dan personil lainnya, yang dibentuk untuk memberikan keyakinan memadai
untuk mencapai tujuan dengan kategori sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan;
2. Laporan keuangan yang memadai;

3. Ketaatan pada Hukum dan peraturan yang berlaku.

Internal Control selanjutnya disebut Pengendalian Internal menurut
Comitee of Sponsoring Organization (COSO) adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil [ainnya,
yang dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai akan

tercapainya tujuan dengan kategori sebagai berikut:

¢ Efektifitas dan efisiensi kegiatan;

* Root,J. Beyond COSO Intern Control to enhance corporate governance. 1998,

6 INTOSAI, Guidelines For Internal Contrg] Standards For The Public Sector, 2004.
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s Laporan keuangan yang memadal;

» Ketaatan pada Hukum dan peraturan yang berlaku’.

Menurut The American Institute of Certified Public Accountant
(AICPA), pengendalian internal adalah rencana dari suatu organisasi, dan
selurvh metode dan pengukuran yang diadopsi dalam sualy uresan, untuk
menjags assel, memeriksa keyakinan dala Kewangan, meningkatkan
efisiensi operasional, dan menguatkan ketaatan pada kebijakan manajerial.
(AU Section 320.08)

Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tenang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instanst Pemerintah mendefinisikan Pengendalian internal
sebagai suatu proses vang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan
untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencanaian efektifitas,
efisiensl, ketaatan terhadap peraturan perundang-uedengan vang berlaku,
dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah®

Suatu sistem pengendalian internal yang paling efektif hanya dapat
memberikan keyakinan yang memadai (tidak mutlak), karena hanya dapat
mengurangi kermungkinan tidak tercapainya twjuan organisasi, Hal ind
dischabken karensa pengendalian internal bergantung pada keterbatasan
faklor manusia dan sumber dava, seperti kekurangan ketika mendisain
sistem, salah membuat keputusan, salah menginterpretasi/salah pengertian,

melakukan kecerobohan, karcna kelelahan, adanya gangguan, terjadi kolusi

" Tunggal, Amin W. COSO Based Bodgeting, 2000,
' PP 8. 2006,
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dan penyalzhgunaan. Hal ini menyebabkan pengendalian internal memiliki

keterbatasan bawaan (inherest Hiniitations).

Keterbatasan bawaan dari pengendalian internal yang akan felap

muncul  dalam  pengendalien vang efekait sekalipun, menurut L.

Boockholdt ® dalam bukunya temtang keterbatasan bawaan dari swaty

pengendalian internal vaitu:

a.

Kekeliruan muncul ketika pegawai membuat penilaian yang salah atau
kehilangan konsentrasi techadap pekerjaannya. Penilaian yang keliru
menghasilkan keputusan yang salah dan hasil dari pelatihan yeng tidak
memadal menyebabkan kuranpnya pengalaman, atas kurangnya
pengetahuan. Sedangkan kehilangan konsentrasi yang disebabkan olch
kelelahan, gangguan dari hoar, efau  terlalu  banyak bekera
mengakibatkan ketidekhati-hatian.

Kolusi muncul ketika duz atau lebih pegawai berkonspirasi untuk
melakukan pencurian dari majikennya, Walau akuntan dan manajer
miengetahui hal tersebut, pamun jika kelusi tz;rjadi, pengendalian yang
ada tidak akan efektif untuk mencegah hal tersebut;

Pengabaian manajemen seperti halnyz kolusi, tidak dapat dicegah.
Bentuk dari pengabajan managemen antara lain berupa pembatasan

pada setiap prosedur pengendalian internal yang telah dibentuk dengan

haik.

* Boockhokdt. Accounting Infarmation System. 57 Edition, 1999,
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Penulis memitih COSO sehagai panduan dalam penulisan studi
kasus pengendalian internal di Pusat Kwrikulum untuk mengevaluasi
dokumen dan menguji kecukupan pengendalian internal dari sebuah
stukiur organisasi, sebab Internal Control-Integrated Framework dari The
Cormmitiee of Sponsoring Organizations (COS0O 1992) adalah alat yang
paling luas digunakan. Campbell et al. {2006} mempertahankaa bahwa
COS0 framework merupakan standar ustak panduan pengendalian

internal'®,

2.2.2 Kompouen Pengendalian Internal

Satu.satunya clemen yang esensial dalam sebuah control sysiem
yang efektif terdiri dari lima komponen'' Lima komponen Struktur
Pengendalian Internal menurut COSO falah sebagal berikut.
) Lingkungan Pependalian, 2} Penilaian Resiko, 3} Alktivitas

Peagendalian, 4) Komunikasi dan Informast, dan 5) Pengawasan.

Hubungan kelima komponen tersebut dapat dilihat pada gambar

herikut.
¥ Savage, Arline. Jonrmal of (nformation Systems. Sarasota: Spring . Vol. 22, Iss. §; pg. 63,
2008,

" Graham, L. Internal Controls. 2007,
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Gambar 1, Bagan Komponen-komponen pengendalian intemal dani COSO

12

Pada tahun 1992 The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) mengembangkan Ifegroted
Framework — Pengendalian Intemnal ( Framework COSQ), teedird dari lima
komponen yang saling terkait dan sams pentingnys. Empat komponen
berkaitan dengan sistem disain dan operasional pengendalian internal.
Komponen tadi yaifu  lingkungan pengendalian, penilaian  resike,
pengendalian resiko, dan infonmasi dan komunikasi, Komponen kelima
yaifu monitoring didisain untuk memastiken bahwa pengendaiian internal

tetap berjalan secara berkelanjutan dengan cfektf.

2 0080, Interned Controb-fuegrated Framework, Guidance on Mornitoring leternal Control
Systeen volume H-{iuidance (exposurg draffy. 2008,
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Pmenggambarkan fima komponen

yang saling berhubungan dengan pengendalian internal:

Tabel 1. Lima Kompoaen datam Model Pengendalian Internal COSO

Kemponen

Deskripsi

Lingkungan

Pengendalian

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap
para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya
pengendalian yang ada di organisasi fersebut. Salah satu
fakior vang Dorpengaruh  terhadap  lingkungan
pengendalian addlah  filosofi manajerien {manajemen
tunggal dalam perseskutuan atau manajemen bersama
dalam perseroan) <dan gava operasi manajemen
{manalemen vyang progresif atau vang konservaif),
strukiur organisasi (terpusat stau terdesentzalisast) serta
praktik kepersonalfaan. Lingkungan pengendalian ini amat
penting karens menjadi dasar keefektifan unsur-unsur

pengendalian internal yang lain.

Aktivitas

Pengendalian

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandardisasi
proses kerja schingga menjamin fercapainya tujuan

perusahaan dan mencegah atan mendeteksi terjadinya

¥ Sugiarto, Pengantar Akuntansi, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2602,
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ketidakberssan dan  kesaiahan, Prosedur pengendalian

meliputi hal-hal ssbagai berikut:

’ E;‘cz‘scnii yvang kompeten, mutasi ugag dan cuti
wajib.

« Pelimpahan tanggung jawab,

« Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait,

» Pemisaban fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan

operasional.

Penilatan
Hestko

Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun
yang namanya resiko pasti ada dalam suatu akiivitas, baik
aktivitas yang berkaitan dengan bisnis {profif dat non
profit) waupun non bisnis. Suatu resiko yang telah
identifikasi dapat di analisis dan evaluasi schingga dapat di
perkirakan  intensitas dap tindakan yang dapat

meminimalkannya,

informast dan

Komunikas?

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen
yvang peoting dari pengendalian internal perusshaan
Informasi teatang lingkungan pengendalian, penilaian
resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperiukan
oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan
menjamin  ketaatan dengan pelaporan  hukum  dan

peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan,
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Informasi juga diperlukan darl pihak luar perusahaan,
Manajomen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk
menilal standar eksternal. Hukum, peristiwa dan Kondisi
yang berpengarulr pada pengambilan keputusan dan

pelaporan eksternal.

Monitoring/

Pemantausn

Pemantauan terhadap sistems pengendalian internal akan
menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas
pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor
dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan
dengan uszha mansjemen. Usaha pemantauan yang
terakhir dapat dildkukan deppgan cara mengamati perilaku
karyawan atay tagéa-zanzia peringatan yang diberikan oleh

sistem akuntansi,

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala
saat tetjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen
sepsior, struktur korporasi aleu kegiatan usaha, Pada
perusahasn besar, auditor internal adalah pihak vang
bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian
internal.  Auditor  independen juga sering melakukan
penilaian atas pengendalian internal sebagai bagian dari

auditor atas Japoran keuangan.
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Rincian komponen struktur pengendalian internal adalah sebagai

perikut,

1. Lingkungan Pegendalian (Confrol Exvironment )

Lingkungan pengendalian merefleksikan keseluruhan sikap, kesadaran
dan tindakan yang dilakukan oleh dewan dircktur, manajemen, dan pihak
fsin yang berkepentingan dengan pengendalian internal. Lingkungan
pengendaltion yang baik merupakan dasar dari semua standar, Menurnt
GAQ" Lingkungan Pengendaiian adalah manaremen dan pegawai vang
karus membuat dan mempertahankan keseluruhan lingkengan organisasi
vang mengatur perifake yang  positif dan  mendukeng  terhadap

pengendalian internal dan kesungguhan managemsn.

Baberapa  hal  menurt GAOQ  yang  mempengaruhi  lingkungan

pengendalian ialak sebagai berikui.

1} Intogritas dan nilai atika dari karyawan dan manajomen
Integritas dan etika scharusnya dikoordinasikan dengan baik kepada
seluruh pegawai di orgamisasi dalan  bentuk pringip dalam-
mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku. Manajemen
memegang peranan penting dalam menciprakan etika organisasi dan
memberikan comtoh etika yang baik, khusuesnya dalam menyusun
dan mempertahankan irama etika organisasi, menyediakan petunjuk
perilaku yang tepat, menghilangkan gejala-gejala tingkah laky yang

tidak etis, dan menentukan kedisiplinan jika diperlukan.

'“ GAC. Siandsrds For Interna

i Canteol i1 The

at Covernment. 1999,
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Komitmen manajemen terhadap kompetensi

Setiap staf harus diteropatken berdasarkan kompetensi yang
dimilikinya. Oleh karena itu setiap staf harus memiliki dan
mempertahankan suatu tingkat kompstensi di mana setiap staf dapat
melaksanakan tugas yang diembannya, sehingge mengerti betapa
pentingnya pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal
yang batk. Manajemen juga harus mengidentifikasi pengetahuen
dan keterampilan yang sesual yang dibutuhkan ontuk berbagai
pekesjaan dan mengadakan traintng, pencalonan dan bimbingan
konseling, serta penilaian kinerja,

Fillosofi manaiemen dan gaya operasional organisasi

Filosofi dan gaya kepemimpinan menentukan bagaitmana cara
mengelofa suatu orgenisasi, termasuk jenis resiko yang signifikan
dimiliki. Selain itu hal yang berpengaruh bagi pengendalian internal
adalah sikap mansjemen terhadap sistern informasi, akuntansi,
fungsi persontl, ménizoring, audif, dan evaluasi.

Struktur Organisasi

Kerangka kerja manajemen untuk perencanaan, pelaksanasn, dan
pengawasan  untuk  mencapai  mencapai  ujuan  organisasi
ditunjukan  dalam  struktur  organisasi. Disint  dijelaskan
kewenangan dan  tanggung jawab masingemasing staf dan
hubungannya yang sesual, Struktur organisasi yang tepat
diharapkan  dapat menunjang  transparansi,  independensi,

akuntabilitas,

tniversitas indoneasia
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5}  Pendelegasian Wewenang dan Tanpgpongiawal
Cara unit kerja mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab
melalui organisasi, Pendelegasian ini mencakup kewenangan dan
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, pemberitahuan
hubungan, dan autorisasi.

&}  Kebijakan sumberduya manusia dan peiaksanaannya
Meliputi kegiatan yang sesvai untuk merekrut, orientasi, training,
evaluasi, bimbingan, promosi, kompensasi, dan mendisiplinkan
personil, sera termasuk menyediakan jumilah supervisi yang
memadai.

Pada lingkungan pengendalian vang baik, kepala unit kega dan

manajemen harus memajvkan dan mendukung pengendalian internal

karena mereka sangat berperan,?

2.  Penilaian Resiko {Risk Assessment }

Setiap organisast selslu berhadapan dengan resiko dalam semua
kegiatan, Oleh karena itu pengendalian internal harus menyediakan
sebuah penilaian tesiko, baik resiko dar dalam maupun dari fuar
Penilatan resiko yang dimaksud adalah proses identifikasi dan analisis
risiko vang relevan vang dapat menghambat pencapaian tujuan secara
keseluruhan dan tijuan upit orpanisast dan perencanaan  dalam
menentakan bagaimana mengelola risiko tersebut, Manajiemen tingkat

atas harus ikut serfa langsung dalam penilaian risiko.

Y onp g 2006
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Penilaian Resiko sebaiknya dilakukan secara periodik dan
manajemen harus menilai resiko yang mengancam akuniabilitas.
Manajemen periu secara komprehensit mengidentifikasi resiko dan
seharusnya mempertimbangkan semua interaksi dengan
mempertimbangkan faktor-faktor internal.  Mestode identifikasi resiko
diantaranya aktivitas merangking resiko secara kualitatf dan kuantieatif,
konferensi manajemen, merancang dan  perencanaan  strategis, dan
mempertimbangkan temuan-temuan dari audit dan penilaian lain,

Pengendalian mternal merupakan upaya mengatasi resiko. 1A%
Vincenti mengatakan isternal auditor menilsi efektifitas dan efisiensi
internal kontrol, namun penilaian tersehut relatif hanva untok level resiko
yang diinginkan oleh managemen tingkat atas. Schingga menjadi
terpantung pada manajemen untuk menetapkan tingkat resiko seperti apa
yang dapat diterima. Selain ife auditor internal dari dalam organisasi
‘akan lebih dapat menilai irama pada levei teratas karena mereka saksi dan
bekerja dikantor tersebut setiap hari, tidak hanya kunjungan sekali-kali ke

kantor atan melalui survey terhadap tingkah laku karyawan,'®

3. Akgivitas Pengendalian {Control Activifies)
Aktivitas pengendalian merupakan sckumpulan kebijakan dan
prosedur vang dibuat manajemen untuk mengurangi efek dari resiko yang

diidentifikasi. Aktivitas pengendalian isternal membamty menjamin

* Cheney, G, The tnvastment Dealers' Digest ; IDD, 2008
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bahwa petunjuk mangjemen sudsh dilaksanakan secara efekiif dan efisien
dalam melaksanakan tujuan pengendalian.

Aktivitas  pengendalian  merupakan  bagian  integral  dan
perencanaan, implementasi, pelaporan, dan  pertanggungjawaban
karyawan terhadap sumberdaya pemerintah dan pencapaian hasil yang
efektif dan dilaksanakan di semua tingkatan dan fungsi entitas. Termasuk
didalamnya aldivilag seperii persetujuan, autorisasi, verifikasi,
rekonsiliasi, laporan kinerja, pemeliharaan keamanan, pemeliharasn
rekaman yang terkait, yang mentadi bukti pelaksanasn kegiatan sesuai
dokumennya. Akiivitas pengendalien dapat dikiasifikasikan dengan
tujuan pengawasan khusos, seperti menjamin kelengkapan dan ketepatan
proses informasi.

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)

Serangkatan prosedur formal pengumpulan  data, kemudian
diproses menjadi informast dan didistribusikan ke parz pengguna inilah
disebut dengan sistem informasi. Sistem informast menerima inpat, vang
disebut transaksi, yang akan dikonversikan melaloi berbagal proses
menjadi informasi output, yang akan diberikan ke pengguna. Transaksi
terbagi dua, yaitu transaksi keuangan dan nonkevangan. '’

Informasi tentang organisasi yang relevan harus diidentifikasi dan
dikomunikasikan kepada pihak yang terkalt, untuk memastikan
pelaksanaan peketjaan secara efektif, bentuknya berupa pertemuan,

memorandum, Kebijakan, prosedur manual dan laporan manajemen.

T Hall, 1.A. Ststern Infocmesi Akuniansi. 2007,
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Informasi dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak lain
dalam entitas yang membutuhkannya. Komunikasi harus releven, andal
dan secars periodik, baik intemal maupun skstem. Informasi dibutuhkan
uniuk mencapai semua tujuan.

Komunikasi dalam organisasi baik vertikal dan horizontal harus
berjalan dengan efektif . Pada komunikasi inmternal, manajemen harus
menjiamin kecukupan memperoleh  informasi, serta  pemangku
kepentingan cksternal yang berdampak signifikan terhadap pencapaian
tujuan organisasi. Lebil jauh lagh, manajemen teknologi informast yang
efektif adalah sesuaty yang penting untuk  mencapai  manfaat,
kepercavaan, dan keberlangsungan rekaman dan mengomunikasikan
informasi.

Dalam komunikast dan informast vang baik, manaiemen barus
membuat sistem infonmast dan  komunikasi yang  moemperbolehkan

dokumentasi dan komunikasi pemanfaatan informasi oleh pihak terkait.

5, Pengawasan {Monitoring)

Penpawasan harus dilaksanaken untuk mengukur efektivitas
pengendalian intermal yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sepanjang
waktu., Hal Hu depat dilaksanakan dengan cara ferus msnerus atau
gvaluasi secara periodik, Pengawasan diperlukan untuk melibat apakah
pengendalian intenal telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah
diperbaiki sesuai dengan keadaan,

Pengawasan dalam pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan

prosedur untuk menjamin bahwa temuan-temuan audit dan laporan lain

Universitas Indonesis
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dapat ditindakianjuti secara ftepat. Manajer scharusnya: segera
mengevaluasi femuan-temuan dan laporan fain; mendeterminasi kegiatan
yang fepat sebagai respon terhadap temuan-temuan dan rekomendasi-
rekomendas: dari audit dan laporan-feporan; secara komprebensif
membangun fimeframe; semua kegiatan vang harss diperbaiki. Dalam
pengawasan yang baik, manajemen secara teratiur mengevalugst struktur

pengendalian internal dan menjamin keterlaksanaannya,'®

B pp 8 2008,
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BAB I
GAMBARAN UMUM PUSAT KURIKULUM

3.1, Profit Umam Pusat Kurikolum

Pusat Kurikulum merupakan salah satu pusat di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.  Dalam
menjalankan tugasnys mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 40 Tahua 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penclitian dan Pengembangan Departemen Peadidikan Nasionsl.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
dipimpin oleh seorang Kepafa yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menterl, Badan ini merupakan eniitas pelaporan yang ferdirl dari
Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan dan Tnovasi Pendidikan, Puzat
Kurikulun, Pusat Statistik Pendidikaa, dan Pusat Penilaian Pendidikan.

Sekretariat  Badan  bertupas melaksanakan  pelayanan  feknis  dan
administratif serta penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas
unit organisasi di lingkungan badan. Sedang Pusat Penelitian Kebilakan dan
Inovasl Pendidikan  mempunval tugas melakssnakan  penelitian  dan
pengermbangan kebijakan pendidilkan.

Pusat Statistik Pendidikan mempunyal tupas meiaksanakan pengeiolaan
data dan informasi serta statistik pendidiken, Scdangkan Pusat Penilaian
Pendidikan mempunysi tugas melaksanakan sistest penilaian pendidikan,

Sedangkan Pusat Kurikulum secara umum mempuntyai tugas dan fungsi
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagl pengembangan standar i1 dan

stanedar  proses, pengembapgan  kurkulum, serta saranz  dan  prasarsea

32
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pemnbelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
nonformal, dan pendidikan khusus,
1. IDalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pusat  Kurikulum

menyelenggarakan fungst:

1} Penyiapan bahan kebijakan bagl pengembangan standar isi dan standar
proses

2) Pengembangan model dan inovasi kurikulum;

3} Pengembangan madel sarana dan prasarana pembelaiaran;

4} Pelayaman profesional pengembenpan  kurikulem, silabus, dan
pembelajaran;

5} Pemantauan penerapan standar isi dan standar proses; dan

63 Pelaksanaan urusan ketatansahaan Pusat.

2. Vise
Menjadi institusi layanan profesional pengembangan kurikulum dan sarana

pendukung pembelajaran vang unggul dan kompetitif,
3, Misi

i} Melakukan pengembanpgan model-model kurikulum  dan sarana

pendukung pambelajaran,

2} Melakukan bantvan profesional pengembangan kurikulum dan sarana

pendukung pembelajaran

Pusat Kurikulum adalsh unsur pelaksana tugas pokok tertentu Departemen di

bidang kurikulum. Pusast Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala, vang berada
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di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepalz Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Lingkep layanan dan produk yvang
dihasilkan dari pelaksanaan kegiataan strategis Pusat Kurikulum adalah layanan
prafesional pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang meliputi
dua pilar kegiatan, yaitu:
a. Pengembangan model-model kurikulum tingkat satuan pendidikarn; dan
b. Bantuan profesionai pengermbangan dan implementasi kurikulum tingkat
satuan pendidikan,
Sesual dengan Kkegialan strategis tersebut, Pusat Kourikulum melaksanakan
kegiatan sebagal berikut:
A. Pengembangan Moedel-model Kurikulum
Hingga saat ini Pusat Kurirkulum telah merghasiikan beberapa model
kurikulum, antarz lain:
a. Model pembelapran wmatik;
b. Model pembelajaran IPA terpadu;
¢ Model pembelajaran IFS terpadu;
d. Model pengembangan pengembangan diri;
¢ Model pengembangan muatan lokal;
f. Model pembelajaran dengan visi dan pendekatan SETS (science,
enviromment, technology, and society).
1. Bantuan Profesional Pengembangan TSP
a. Bimbingan dan Bantuan Teknis Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi;

b. Pengembangan Jaringan Kurikelum;

tniversitas Indonesia
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c. Sosialisasi dan Publikasi Pengembangan Kurikufun; dan
d. Pemantauan Implementasi Kurikulum.
3.1.1. Straktur Organisasi

Struktur organisasi Pusat Kurikulom

Universitas indonesia
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3.1.1, Strukiur Organisasi Pusat Kavikulum

Straktar Organisasi Pasat Kurikulum

Kepala Pugst
Kurilholum

Kepala Bidang Kepaia Bidang Kzpala Bidang Kezpala Bidang Kepala Tata Usaks
Kurikuium Kuriiastam Hurilalum Haurlhulun
Peudidikan Dasar Fenglidikan Pendidikan Nan Pendidikan Khusos
Meneapah Formai
Kepala sub bidang Kepala sub bidang
rumgh tinpes Keunngun dan
fepegawnian
Staf Staf Btaf Btaf
Kelompak Jabatan Beal Binf
Fangsinnal

Gambar £, Steukr Organisasi Pusat Kurikulam
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3.1.2. Tugas dan Fungsi Pusat Kurikulum

Deskripsi Uraian tugas dau fungsi struktural Puset Kuwrikolum mengacu pada

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2006 sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

3)

Bidang Kurikulum Pendidikan Dassr mempunyal tugas melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses,
pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
dasar.

Bidang Kurikelum Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanaken
penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses,
pengembangan kurtkulum serta sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
menengah.

Bidang Kurikulum Pendidikan Pendidikan Khusnos mempunyat tugas
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan
standar proses, pengembangan kurikulum serta saranz dan prasarana pada jenjang
pendidikan khusus.

Bidang Kurikulum FPendidikan Nooformal mempunysi tugas melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan bagl pengembengan standar isi dan standar proses,
pengembangan kurikulum serts sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
nonformal.

Bagiau Tata Usaha mempunyal mugas melakukan urusan perencanaan, persuratan,
kepegawatan, keuangan, dan keromahtanggaan,

Bagian Tata Usaha terdid atag:

a. Subbagian Kepegawaian das Keuangan, mempunyai tugas melakukan

urusan pergncanaan, kepegawaian dan keuvangar,
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b. Subbagian Rumahtangga, mempunyai fugas melakukan urusan persuratan,
kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dan keprotokolan.

3.2. Pengadaan di Pusat Karikulum

Berbagal program dan kegiatan Pusat Kurikulum yeng telah dituangkan dalam
Rencana Kerja Tahunan salab satunya adalah Pengadaan Barang/jasa dengan Nilai Kontrak
Rp.434412.000,00 dan PAGU anggaran Rp.899,076.000,00. Berdasarkan PAGU anggaran
ini, Pusat Kurikulum menyusun strategl kerja berupa kebijakan dan prosedur yang disusun

dengan diketuai oleh Kepala Pusat Kurikulum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Penunjukkan Kepala Pusat Kurikulum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam
pengadaan barangfjasa didasatkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Masional (Balitbang) vang menyatakan bahwa Kepala Pusat
Kurikulum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/fiasa di Lingkungan

Pusat Kurikulam,

Alur sistem pengadaan di Pusat Kurikulem sebagai berikut:

Universitas indonesia
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1. Tahap Persiapan

Perencansan

Pembentukan
Panitia

h 3

¥
Penyusunan Jadual
Pelaksanaan

L 4

hA

Penyusunan

Penetapan Sisterm jo-e oo

Penyusupan HPS  foeeeee

A Mc{ad& ?eieianganﬁmam

Evalnivasi: Pascakualifikasi

¢ Harga setempat, Harga
Pabrikan, Nilai Kontrak

E Rencana K&;ga f:iari Syaxat

2. Tahap Pelaksanazan

Y

Pemilihan Penyedia  bovon.-

Pengumuman

k 4

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
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Pemasukan Penawaran

¥

Pembukaan Penawaran

¥

Evaluast Penawaran

¥
Usulan Pemenang

b4
Pengumuman Pemenang

b A
Surat Keputusan
Penunjukan Pemenang

3

Penyusunan Surat Perjanjian

k 4

Pelaksanazn Kontrak

Gambar 3. Alur Pengadaan Barang/iass di Pusat Kerikulam

3.2.1. Persiapan Pengadaan

1. Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa
a. Pemaketan Pekerjaan
Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikvlum merupakan pengadaan
yang sederhana, dimana barangfasa yang ditenderkan merupakan barang/jasa
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3.2.1. Persiapan Pengadaan

1. Perencanaan Penpadaan DBarang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia

Barang/jasa

8. Pemaketan Pekerjaan
Pengadaan yang diloksanakan oich Pusat Kurikulum merupakan
pengadaan yang sederhana, éimana‘ barang/iasa yang ditenderkan
merupakan barangfjasa yang banyak terdapat dipasaran dan nillainya
tidak besar, Oleh karens itu Pejabat Pembuat Komitmen di Pusat
Rurikulum tidak membuat pemaketan pengadaan, dengan tetap
memberikan kesempatan bagi usaha keeil termasuk koperasi kecil,
tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kualitag dan kemampusn chnis
ugaha kecil termasuk koperasi kecil, serfa mengumumbkan secara luas
pekeaans dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum  proses
pemilihan penyedia barangfiasa dimulai. Hal ini dapat dilihat pada
pengumuman pelelangan yang di muat di Harian Republika tanggal 17
april 2007 balaman 21 kolem 5-6 dan Papan Pengumuman Pusat
Karikalum

b. Jadual Pelaksanaan Pekeriaan
Pekeriaan pengadaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD
Proyektor untuk keperluan Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan
Masional direncanakan mulai pada Bulan Februari 2007 dan selesal

pada Bulan Agustus 2007,
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¢. Biaya Pengadaan
Biaya pelaksanaan pekerjaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD
Proyektor dibebankan pada DIPA Badan Penclitian dan Peogembangan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007. Nilai PAGU
anggaran dari kegiaten ini dalam DIPA sebesar Rp.899.076.000,00 dan
Nilai Kontrak pengadaan barang/fjasa ini sebesswr Rp.434.412.000,00,
Kebijakan alokasi ditentukan sebagai berikut;
o Komputer sebanyak 30 unit dengan total alokasi biaya
Rp.237.939.000,00,
o Notebook sebanyak 4 unit depgan total alokasi biava
Rp.73.474.400,00;
o Printer sebanvak 8 unit dengan total alokasi biaya
Rp.28.183.600,00
o LCD Proyektor sebanyak 3 unit denpan total alokasi biaya
Rp.55.326.000,00
2. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan
Pengadaan dilaksanakan dengan pembentukan Panitia Pengadaan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
No.007/G/Kep/2007, Tanggal 5 Februarl 2007. Jumlah Panitia Pengadaan
adaliah 3§ma'orang yang terdiri dari tiga orang staf Pusat Kurikulum dan
dua orang staf Balitbang. Sedangkan untuk Panitia Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Barang/jasa berdasarkan Surat
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Keputusan No.008/G/Kep/2007, Tanggal 5 Februard 2007. Penitla ini
terdiri dari lima orang terdiri darl empat orang staf Pusat Kurikulum dan
satu orang staf Balitbang,
. Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa
Penctapan sistem pengadaan barangfissa di Pusat Kurikulum ditentukan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan masukan vang diberikan
oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan dalam mengusulkan metoda
pengadaan dengan memperiimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa
serta kondisi lokasi, dan jumliah penyedia barang/iasa yang berkompetensi,
Penentuan metoda pemilihan penyedia barang/jasa sangat penting kasena
jika terjadi kesalah menetapkan metods akan mengakibatkan keresahan
berupa tuduban kolusi, korupsi, nepotisme, dan mengada-ada, Oleh karena
ilu panitia pengadaan dalam membenkan rekomendasi metode pemilihan
penyedia barang/iasa disertai dengan alasan yang kuat Usulan panitia
pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitinen adalah sebagai berikut;
& Metoda Pemilihan Penyedia barangfiasa
Metoda yang digunakan untuk memilih penyedia barang/iasa melalui
pelelangan. umum, karena pengadaan barangfjasa vang dilakukan
adalah pengadaan yang sederhana
b, Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran
Metoda evaluasi penawaran menggunakan pasca kualifikasi karena
pengadaan yang dilakukan adalah pengadaan barang yang banyak

diterukan i pasaran,
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4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan

Tabel 2. Jadual Pelakganaan Pengadaan Barang/iasa Di Pusat Korikulum

No Kegiatan Tanggal Nomor

1 | Surat Keputusan Pengangkatan 5 Feb 2007 007/G/Kep/07
Panitia Pengadaan

2 | Surat Keputusan Pengangkatan 5 Feb 2007 008/G/Kep/07
Panitis Pemeriksa dan Pencrima

3 | Rencana Kerja dan Syarat-syarat 1& Apnil 2007 | 4071/G3/ Kom/d

Vo7

4 | Pengumnuman di Koran Republika 17 Aptil 2007 | 4471/G3/Kom/T
dan Papan Pengumuman di Pugat Va7
Rurikulum

5 | Pendafiaran dan pengambilan 18-23 April -
dokumen 2007

& i Rapat dan Berita Acara 24 Apnl 2007 | 4702/G3Kamy]
penjelasan/Aanwijzing NZi7

7 | Pemasukan surat penawaran 25-26 April -

2007

8 | Rapat dan Berita Acara Pembukaan | 27 April 2007 | 5022/G3/ KoV
surat penawaran 07

G { Evaluasi harga penawaran 30 April 2007 | S061/G3/Kom/V

7
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10 | Usulan calon pemenang kepada 2 Mei 2007 5063/G3/Kom/V
Pejabat Permbuat Komitmen 07
11 | Pengumuman pemenang 4 Mei 2007 $183/G3/Kom/V
107
12 | Surat Keputusan Pejabat Pembuat 14 Mei 2007 S542/G3Kom/V
Komitmen tentang Pemenang 57
Pengadaan Barang/iasa
13 | Surat Perjanjian Pelaksanaan 14 Mei 2007 5543/G3KomiV
Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa 07
14 | Surat Perintah Mulai Kerja 14 Mei 2667 5544/G3Kom/V
07
15 | Pameriksaan dan Penerimaan barang | 4 Juni 2047 6327/G3 Kom/V
M7
16 | Serah terima Pejabat Pembuat © Agustus 2007 | 193VG3/LLIT
Komitmen kepada Pengguns Barang

5. Penyusunan Harga Perintungan Sendiri (HPS)

HPS disusun dengan memperhitungkan PPN dan biayz umum serla

keuntungan dengan menggunaken data dasar dan mempertimbangkan:

a. Harga pasar sctempat pada waktu penvusunan HPS;

b. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK} untuk barang/pekerjaan

sejenis setempat vang pemah dilaksanakan,;
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¢. Harga/tarif barang/fjasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal
atau lembaga independen;
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Dokumen vang disiapkan oleh panitia pengadaan sebagai pedoman dafam
proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyvedia
barang serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan.
Dokumen pengadaan vang disusun berupa Kencana Kena dan Syarat-
syarat {(RKS).

3.2.2. Proses Pengadaun

1. Pelaksanaan Pemilfhan Penyedia barang dengan Metode Pelelangan
Umum
a. Pengumuman dan Pendafiaran Peseris
1) Panitia pengadaan mengumumkan secara luas tentang adanya
pelelangan ursum dengan pascakualifikast melalsl media cetak
harian republika tanggal 17 April 2607 dan papan pengumuman di
kantor Pusat Kurikulum
2) Pendafiaran dan Pengambilan Dokumen dilaksanskan pads Hari
Rabu-Senin, tanggal 18-23 Apal 2007 mulai jam 10.00 - 14.00
WIB, bertempat di Ruang Sidang lantal I, Kantor Pusat Kurikulum
Departemen Pezzdiéikﬁn Nasional.
b. Rapat Penjelasan/Aanwijzing dilaksanakan pada Hari Selass, tanggal

24 April 2007, mulai jam 10.00 - 1230 WIB, bertempat di Ruang

Universitas Indonesia

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB Ul, 2009



47

Sidang lantai IlI, Kantor Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan

Nagional. Pada rapat tersebut Panitia Pengadaan Barang/jasa

menjelaskan  Rencana Kerja dan  Syarat-syarat  (RKS8) tenfang

pengadaan komputer, notebook, printer, dan LCI proyektor uptuk

keperluan Pusat Kurikulum, Raepat int dihadiei oleh 14 peserta dan 1%

peruszhaarn yang mendafiar,

Hasil dari Rapat Penjelasan ini adalsh kejelasan RKS yang mengalami

perubshan berdasarkan saran dan pendapat dari peserta, menjadi

sebagai berikut:

Pemasukan Surat Penawaran paling lambat Hari Selasa, tanggal |
Mei 2007, jam 13.00WIB Ruang Sidang lantai I, Kantor Pusat
Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional;

Pembukaan Surat Penawsran Har Seclasa, tangpal 1 Mej 2007,
jam 13.00WiB Ruang Sidang lantai I, Kantor Pusat Kurkolum
Departemen Pendidikan Nasional,

Lamanya jaminan penawaran 30 harj kalender;

Surat Penawaran dimasukkan dalam satu amplop tertutup, dilem
rapat serta di lak di lima titik, disertai brosur dan lampirannya,
Masea berlaku Surat Penawaran selama 30 had kalender sejek
tanggal pembuatan Surat Penawaran;

Peserta harus melampirkan Surat Dokungan dan Jaminan Purna

Jual dari distributor utama;
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« Brosur yang dilampirkan boleh dari internet;

« Untuk menjamin kualitas barang yang sesuai dengan besamya
dana, barang yang ditawarkan harus berkualitas;

o Surat Jaminan Penawaran boleh dari Asuranst Umum yang
memiliki program surety bond yang terdaftar di Departemen
Kevangan,

s Evaluasi Harga Pepawaran mienggunakan sistem gugur;

e Lampiran tentang maodal kerja boleh tidak diist karena sudah ada
Referensi Bank,

» Totsl HPS Rp. §82.360.000,00 (lima ratus delapan pulub dua juta

tiga ratus enam pulvh ribu rupiah).

. Pemasukan Penawarmn

Dilakukan pada tanggal 25-26 April 2007 mulai dari jam 10.00-14.00

WIB bertempat di Ruang Sidang Lantai IIT Kantor Pusat Karikulum

. Pembukaan Surat Penawaran

1Y Pemukaan surat penawaran akan dilalukan oleh panitia pengadaan
tarang/iasa dalam rapat pembukaan penawaran yvang dilaksanakan
pada tanggal 27 Apnil 2007, jam 13.36 WIB, bertempat di Ruang
Sidang Lantai [{] Kantor Pusat Kurikulum. Dihadiri oleh sembilan
pen}sahaaﬁ;

2) Panitia membuka kotak Surat Penawaran dengan didampingi dua

orang wakil dari perusahagn penyedia barangfiasa untuk menelit
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semua berkas penawaran bersama-same dengan anggota panitia

serta menandatangani Berita Acara pembukaan Surat Penawaran;

3) Terdapat sembilan Swrat penawaran/berkas, vang memenuhi

persyaratan ada enam perusahaan dan liga perusahaan tidak

lenglap,

e. Evaluast Penawaran

1y

2)

3}

Panitia mengevaluasi Surat Penawaran dipimpin oleh Ketua

Panitia Pengadaan pada tanggal 30 April 2007, dimulai jam 1000

WIB, bertempat di Ruang Sidang Lantai 11 Kantor Pusai

Kurikulum.

Kriteria Penelitian dan Penilaian Swrat Penawaran adalah Keppres

No. 80 Tahun 2003, Keppres No. 72 Tahun 2004, syarat-syarat

admintstratif penyedia barangfiasa, dan hargs wajar yang

menguntungkan negara serfa dapat dipertanggunjawabkan.

Penyedia barang/iasa yang mengajukan penawaran dan dinyatakan

memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

ay PT Bisnis Multimedia, dengan harga penawaran sebesar Rp.
477.264.920,00 (empat ratus fujub puluh tujoh juta dua ratus
gram puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupish);

b} €V Cutra Anada, dengan harga penawaran  sebesar
Rp.437.417.464,00 {empat ratus tiga pulubh tujub juta empat

ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
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¢y PT Sumber Sarana Informatika, dengan harga penawaran
sebesar Rp, 434.412.000,00 {empat ratus tiga puluh empat juts
empat ratus dua belas ribu rupish).

4} Berdasar penilaian vang telab dilakukan, maka panitia pengadaan
sepakat memutuskan tiga calon pemenang pelelangan pekerjaan
Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD Proyektor
dengan urntan sebhagai beriiut:

a) PT Sumber Sarana Informatika, dengan harga penawaran
sebesar Rp. 434.412.000,00 {empat ratus tiga puluh empat
juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

by CV Cutra Anada, dengan harpa penawaran sebesar
Rp.437.417.464,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat
ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

¢} PT Bisnis Multimedia, dengan harga penawaran sebesar Rp.
477.264.920.00 {empat ratus twujuh puivh toujuh juta dua ratus
enam puiuh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

f.  Usulan Pemenang
Diajukan oleh Panitia Pongadaan pada tangpal 2 Mei 2007
berdasarkan hasil evaluasi.

g‘, Surat Penunjukkan Pemenang
Surat Penunjukan Pemenang No, 5342/G3/KOM/V/2007 tanggal 14

Mer 2007 vang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat
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Kurikulum sebagai bukii pemberian pekerjaan kepada PT Sumber
Barana Informatika sebagat penyedia barang/jasa.
2. Penyusunan Surat perjanjian
Setelah seluruh prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan, ketentuan-
ketentuan penting yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
dituangkan dalam bentuk surat perjanjian/kontrak. Kontrak berisi hak dan
kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penvedia Barang/iasa, dan
bersifat mengikat masing-masing pihak. Kerangka surat peranjian
pengadaan barang/jasa di Pusat Kuzikuhuim sebagai berikut:
a. Pembukaan yang meliput:
1} Judul Kontrak : Surat Perjanjian Pelaksanaa Pekeriaan Pengadaan
Komputer, Notebook, Printer, dan LCD Proyekior
23 Momor Kontrak : 5343/G3/KOM/NV/2007
3) Tanggal Kontrak : Hari Senin, Tanggal 14 Mei 2007
4) Kalimat Pembuka : Pada hari ini, kami yang bertanda tangan di
bawah ini
[. Penandatanganan Kontrak : Surat Perjanjian int berdasarkan
nada Surat Keputusan Pejabat Pembust Komitmen
No.5542/G3/KOM/V/2007 tanggal 14 Mei 2007, dan
2. DIPA DBadan Penehtian dan Pengembangan Departemen
Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007 No. 0853.0/023.
11.0//2007, tanggal 31 Desember 2006

5} Para Pihak Dalam Kontrak

Liniversitas Indonesia

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB Ul, 2009



L.

b. Isi

52

Diah Harianti

Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Kurikulum Departemen
Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut sebagai Pihak
Pertama

Riko Robert M.H.

Direktur PT Sumber Sarana Informatika

Berdasarkan Akta Notaris Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum,,
M.Kn. tanggal 17 Oktober 2006 No.17 yang selanjutnya

disebut sebagai Pihak Kedua

Permnyataan sepakat dan mengikatkan diri mengadakan kerjasama

dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan Komputer, Notebook,

Printer, dan LCD Proyektor. Dengan ketentuan dan syarat sebagai

berikut;

1. Tugas dan Lingkup Pekerjaan

1)

2)

Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti dimaksud di atas,
memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua
menerima tugas tersebut untuk mengelola dan melaksanakan
pekerjaan Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD
Proyektor

Dalam hal melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua harus

berpedoman kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
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dan bersifat mengikat, serta memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan surat perjanjian ini.
2. Jangka Waktu dan Pelaksanaan

1} Jangka wakiu pelsksanasn pekedaan pengadaan Komputer,
Notebook, Pﬁﬁf:er, dan LCD Proyektor adalah 14 {empat belas)
hari kerja terhitung mndal tangpal ditandatengani  Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK),

7) Surat Perjanjian KerjaiKontrak ditandatangani oleh kedua
belah pihak, Pihak Kedua hamus menyerahkan jaminan
pelaksanaan pekenaan kepada Pihak Pertama sebesar 5% (lima
persen) dar nilai kontrak yang ditandatangani sebagai jaminarn

bahwa Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaen ini.

3. Pelaksanaan Pekerjaan
1} Dalam melaksanakan pekedasn, Plhak Keduz diming
mengikuti dan mematuhi ketentuan serfa petunjuk tentang
kevangan vang diberikan oleh Pihak Pertama atau petugas
yang ditunjuk.
2) Dalam Pihak Kedua herhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan

perjanjian ini selesal seluwruhnya, maka Pihak Kedua wajib
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menyerahterimakan {anggungjawab kepada pejabat baru yang
menggantikannya.

3} Apabila Pihak Kedua mengundurkan din setelah
ditandatangani Surat Pedanjian Kerja/Kontrak maka jaminan
pelaksanaan pekerjaan menjadi milik negara,

. Pengawasan Pekerjaan

Untuk meiakukan pengawasan pekerisan, Pihak Pertama

menunjuk petugas sebagai pengawas yang bertindak untuk dan

atas nama Pihak Pertama dengan tugas mengadakan pengawasan
dan pemantavan pekerjaan vang dilakukan oleh Pihak Kedua.

. Penyerahan Pekerjaan

1} Hasil pelaksanaan pekenaan harus diserahkan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama melaloi panitia pemenksa dan
penerima barang/fiasa yang diangkat melalui Surat Keputosan
Kepala Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan
Nasgional.

2) Panitia pemeriksa dan penerima barangfiasa berhak menolak
sctiap barang vang diterima tidak sesuai dengan ketentuan
dalam RKS baik mengenai administrasi, teknis pekerjaan,
maupun spesifikasi,

3} Jika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan RKS yang
dinyataken dengan Berita Acara oleh Panitia pemeriksa dan

perierima barang/jasa, maks Pihak Pertama aksn merenma
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hasil pekerjaan tersebut vang dinyatakan secara tertulis dalam
svatu Berita Acara.
6. Sumber Dana

Sumber dana untuk pelaksanaan pekegaan adalah DIPA Badan

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional

Tahun Anggaran 2007 No. 0853.0/023-11.04/2007, tangpal 31

Desember 2006

7. Tata Cara Pembayaran

Pelaksanaan pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Komputer,

Notebook, Printer dan LCD Provektor dilakukan dengan cars

langsung oleh Kantor Pelayvanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Jakarta III, melslui Bank DKI cabang Tanah Abang dengan

rekening nomor xxx atas nama PT. Sumber Sarans Informafika

setelah selurub pekerjaan selesai dan dinyatakan sesusi dengan

RKS.

8. Sanksl

1) Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan tangpungjawah
pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

2) Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan dan/atan
mengalami kegagslan sebagar akibat kelalaian pelaksanaan
oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak:

3) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyclesaian pekerjaan

dengan melampaui jangka waktu kontrak, pelaksana pekerjaan
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dikenakan denda ganti rugl sebesar 1 0700 (satu permil) dam

nilai kontrak setiap hari keterlarabatan, dengan batas maksimal

sebesar 5% (lima persen) dad nilal kontrak dan disetorkan ke

Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN} jakarta III.

9. Klaim
Pihak Kedua tdak dapat ({(ddak dibenarkan} menuniut
tambahan biaya apapun juga (klaim) walaupun ada kenaikan
harga material atau jasa vang ada hobungannva dengan
pekerjaan ini, kecuali pemenntah menestukan adanya ijin
untuk klaim kenaikan barga tersebut sepanjang dana tersedia.
10. Kahar
1} ¥Yang dimaksud dengan kshar:

a. Peristiwa-peristiwa  yang teradi di Iuar  kekuasasn
Pelaksana Pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak
langsung mempengarchi fancarnya pekerjaan, antara lain;
embargo, peperangan, blokade, epidemi, hura-harg,
pemogokan, bencana alam (gempa bumi, banjir, topan,
petir) dan sabotase;

b. Akibat kebijakan pemerintah dalam hidang moneter dan
lain-lamn peraturan yang dapat mempengaruhi langsung

terhadap pelaksanaan pekerjaan,
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2} Apabila terjadi keadaan memaksa maka Fibak Kedua harus
memperhitungkan secara tertulis kepada Pihak Pertama
selambat-lambatayva 7 (tujuh) bari kerja terhitung sejak tanggal
terjadinya kabar untuk .perfimbangan persetuiuan  Pihak
Pertama;

3) Pernyataan adanya keadaan memaksa tersebut harus dikuatkan
dengan kelerangan tertulis dari insiansi yang berwenang
disertai dengan bukti kust dan dapat dipertanggungiawabkan,

4} Dalam hal tenadi ksher vyang dapat  menyebabkan
keterlambatan  pelaksanaan, akan dilakukan perubshan
terhadap batas waktu pelaksanaan pekerjaan. Segala perubahan
dimaksud dilakukan diatas persetujuan kedua belah pihak,
seris ditvangkan dalam suaty adendum yang ditandatangani
oleh kedoa belah pihak,

11. Penycelesaian Perselisithan

1} Perselisihan yang fimbul dalam melaksanakan Surat Perjanjina
Kerja/Kontrak akan diselesaikan dengan cara musyawarah
untuk mencapai mufakat;

2} Bilamana tidak dicapai persetujnan bersama antara Redua belah
pihak maka perselisinan akan diselesaikan oieh atasan
langsung kedua belah pihak;

3} Apabila cara diatas tidak dapat menyelesaikan masalgh maka

penyelesaian terakhir diserabkan pada putusan pangadilan
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sesual dengan domisili Kantor Pusat Kurikulum Departemen
Pendidikan Nagional, yaitu Pengadilan Negeri Jakaris Posat,
12. Pajak dan Bea Materal

1) Bea materai, semus pajak, dan pungutan lain sesuai dengan
ketentuan vyang berlaku, yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan pekeriaan ini menjadi tanggung jawal peisksaan
pekerjasn.

2} Salinan bukti setor pajak yvang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan agar dissmpaikan secarz berkala kepada pihsk
pemberi pekerjaan.

13. Penutup

1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah serta mengikat kedua belah
pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangeny oleh kedua
belah pihak;

2y Surat Perjapjian dibust rangkap 6 (enam) vang semuanya
mempunyal kekuatan hukwn yang sama, dan 2 (dua) di
aritaranya untuk masing-masing pihak.

3. Pelaksanaan Kontrak
a. Ketentuan Umum
1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Setelah kontrak ditandatangani, Pejabat Pembuat Komitmen wajib

mengeluarkan Surat Perintab Mulad Kerja (SPMK) paling lambat

tujuh hari setelah penandatanganan kontrak. Dalam pengadaan
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barangfiase di Pusat Kurikulum penandatangan kontrak bersamaan

dengan ditandatanganinya SPMK. Pejabat Pembuat Komitmen

Pusat Kurkulum mererbitkan SPMEK  sebagal  permulaan

perlaksanaan pekerjaan pada hari yang sama dengan dengan

penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak. SPMK tersebut
menyatakan bhahwa PT Samber Saraps Informatika sebagal
penyedia barangf/jesa harus sudah mulal bekens  selambat-
lambatnya dua ban kcria setelah dikeluarkan SPMK.

2. Jangka Waktu Penyelessian Pekerjaan

1) Pekerjaan pengadaan komputer, notebook, printer, dan LCD
proyekior untuk keperiuan Pusat Kurikulum harus diselesaikan
sehurubnya 100% (seratus persen) selambat-lambatnya selama
14 {empat belas) hari terhitung scjak tapggsl diterbitkannyva
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

2) Panitia Pemeriksa dan Penerima barang/jasa berhak menolak
setiap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat
Perjanjian Kerja/Kontrak baik mengenai administrasi, teknis
pekerjaan, maupun spesifikast barang,

3. Surat Perjanjian Kerja dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

1} Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan peke&j#an akan
dibuat Surat Perjaniian Kerja/kontrak antara Pejabat Pembuat
Komitmen sebagai pihak pertama dan Penyedia barang/jasa

sebagai pihak kedua.
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2) Surat Perjanjian Kontrak berlakun selama 14 (empat belas) hari
terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Perintab Mudai
Kerja.

33 Surat Perjanjian Kerja’kontrak ditandatangani oleh kedua belah
pihak, pihak kedua harus menyerahkan jaminan pelaksanass
pekerjaan kepada pihak pertama sebesar 5% (lima persen) dari
pilat kontrak yang ditandaiangani sebagal jaminan bahwa
pihak kedua akan melaksanakan pekerjaan.

4) Jaminan Pelaksanaan Pekerjsan akan dikembalikan kepada
pihak kedua setelah pekerjaan diselesaikan 100% (seratus
persen) };ang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan
Serah Terima Barang,

$) Apabila  pihak kedua  mengundurtken diri  selelah
ditandatanganinya Surat Peganiian  Keda/Kontrsk  maka
1aminan pelaksanaan pekeriaan menjadi milik Negara,

4, Kenaikan Hargs dan Keadaan Kahar {Force Majeure)

1} Semua kenaikan harga yang terjadi selama masa kontrak,
adalal ditanggung penyediaa barangfasa sendit kecuali
keadaan Kahar

2) Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah:

a. Kejadian diluar kekussaan penyedia barangfjasa baik
langsung maupun tidak langsung antara fain; gempa bumi,

banjir, topan, petir, kebakaran, dan sabotase;
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b. Akibat tindakan pemerintah dalam bideng moneter dan
lain-lain peraturen vang dapat mempengaruhi langsung
terhadap pelaksanaan pekenaan; dan

¢. Atas kejadian-keiadian/akibat-akibat tersebut yang timbul
selama pelaksanaan pekeriaan, penyedia barangfiasa
diharuskan  melaporkan/mengajukan  perscalan  tersebut
kepada Pejabat Pembuat Komitmen, paling lambat tiga kali
dua puluh empat jam dan imengajukan bukti/surat
keterangan vang sah dari yang berwenang selambat-
lambainya tujub kali dua puluh empat jam sejek terjadinys
keadaan tersebut,

3} Apabila ebih dari waktu yang telah ditentukan, maka penyedia
barang/jasa kehilangan hak untuk menuntut vany diskibatkan
oleh peristiwa tersebut.

5. Perpanjangan Waktu

1) Perpanjangan waktu dapat diajukan secara tertulis dengan
menyebutkan  alasan-alasan  yang akan diledikan bahan
pertimbangan oleh Pejabat Pembuat Komiimen.

2} Permohonan perpanjangan waktu dapat diajukan penyedia
barang/jasa hanya satu kali, dan harus dilakukan paling lambat
tujuh hari kerja sebelum batas waktu yang telah ditentukan

dalam Surat Perjaniian Kera/kontrak beraklur,
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3) Untuk penvelesaian hal yang tersebut, akan dibentuk satu tim
pemeriksa yang diangkat oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemnen Pendidikan Nasional Tahun
Anggaran 20607,

6. Sanksi

a) Pembatalan kontrak secara sepihak akan dilakukan olch
Pejabat Pembuat Komitmen apabila:

{1} Pejabat Pembuat Komitmen mentlai bahwa penyedia
barangfjasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesua
dengan persyaratan dalam kontrak;

(2)  Penyedia barang/iasa menyerahkan pekegsan kepada
pihak ketigs; dan

{3) Penyedia barangfiasa mengundurkan dix,

b) Sclanjutnya pekerjaan akan diserahkan kepada pemenang
kedua, apabila pembatalan kontrsk felah dilaksanakan cleh
Pejabat Pembuat Komitmen sesnai dengan ketentuan.

¢} Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darni
keialalan penyedia barang/jass, maka penyedis barangfasa
yang barsangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-
kurangnya I 6760 (satu persenibu) per han dari nilai kontrak.

b. Pengadasn Barang

1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
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Pexsiapan pelaksanaan kontrak dilakukan oleh Penyedia barang
dengan membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan
dikirim untok pabrikasi sesuai dengan pesanan.

. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia barang harus menjamin Pejabat Pembuat Komitmen
bahwa barang vang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan
intelekiual sebagaimana ketentuan peraturan penindang-undangan
vang berlaku.

. Serah Terims Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang

Jika penyedia bamngfiasa felah  selesai  melaksanakan
pekeriaannya, sesual dengan kontrak dan SPMK, penyedia
barang/jasa harus menyerahkan bukti- hasil pekerjaannya. Hal ini
dibuktikan dengan Berita Acara serah terima. Berita Acara Serah
Terima Barang No. 6327/G3/KOM/V/2007 yang ditandatangani
oleh Penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan
telah dilakukan penelitian oleh petugas penerima/pemeriksa barang
yang juga menandatangani berita acara atas spesifikasi, mutn,
kelengkapan, dan koundisi nyata felah sesuai dengan surat
pesanan/purchase order. Berita Acara ini melengkapi dokumen
pengadaan barang/jasa untok melakukan proses pembayaran sesuai

dengan mekanisme yang terdapat dalam kontrak dan SPME.

4. Syarat-syarat Pembayaran
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1) Pembayaran 100% (seratus persen) dilakukan setelah barang
diterima dan dinyatakan baik dan cukup oleh Pengguna
barang/jasa atau yang mewakilinya dengan Berita Acara Serah
Terima Barang/jasa;

2} Pembayaran pekerjaan dilakukan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tahun
Anggaran -200?' melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara (KPPN) Jakarta IIT di Jakarta.

5. Pajak dan Bea Materai

Bea Materat dan semua pajak-pajak serta biaya lain sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan

pelaksanaan pekerjaan, menjadi tanggung jawab penyedia
barang/jasa.
6. Penyelesaian Perselisihan

1)} Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Apabila melalui musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan,
maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui
Pengadilan Negara Jakarta Pusat.

Dalam pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum hal ini tidak terjadi jarak/dapat
langsung dilaksanakan karena pelaksanaa pengadaan barang/jasa selesai pada bulan

Agustus. Setelah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa, maka Kepala
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Subs Bidang Kerumahtanggaan Pusat Kurtkulum bertanggung jawab atas inventarisasi
barang-barang hasil pengadaan dan masuk dalam SIMAK BMN. Kede inventaris

barang-barang tersebut adalah §23.11.60.137608.003.2007,
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BABIV
ANALISIS KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAIL

DALAM PENGADAAN BARANG/JIASA PADA PUSAT KURIKULUM

4.1.  Analisis Lingkangan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupskan refleksi keseluruhan sikap, kesadaran dan
tindakan yang didakukan oleh selorwh pihak yang berkepentingan dengan
pengendalian internal. Oleh karena itu Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia
Pengadaan Pusat Kunkudum sebagai pemimpin dalam kegiatan pengadaan berusaha
membangun  sikap positif yang mendukung pengendalian internal. Beberapa
komponen lingkungan pengendalian yang dilaksanakan dalam  pengadaan

barangfjasa Pusat Kurikulum adalah sebagai berikut:

1} Integritas dan nilai etika

Efektifitas suatu sistem pengendalian intemal tidak dapat tercipta tanpa
integritas dan nilai etis dari kesgluruhan pihak yang terlibat dalam pengadaan
untuk mencipiakan, menjalankan dan mengawasi sistem tersebuf. Iniegritas
dipahamt dan dikomunikasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua
Panitia Pengadaan keseluruh anggota panitia pengadaan dalam bentuk penerapan
prinsip-prinsip pengadaan barangfjasa pemerintab di Indonesia yaitu efektif,
efisien, terbuka, transparan, adilftidek diskriminatif, dan akuntabei. Hal ini

tertuang dalam Keppres No.B0 Tahun 2003 Pasal 3 yang berarti mengikat panitia

60

Universitas Indonesia

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB Ul, 2009



67

pengadgan barapgfjasa di Pusat Kurikulum. Sedangkan integritas Pejabat
Pemhuat Komitmen dan Panitia Pengadaan serta para pihak yang terkait tertuang
dalam Pakta integritas yang tujuan utamanya untuk mengikat setiap pihak yang
terlibat dalam pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum agar mematubi hukum
dan peraturan yang berlaku dan dibakukan sehingga dapat dijadikan dasar bagi
Ketua panitia pengadaan dalam membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh
pada proses pengadaan,

Sedangkan etika pengadaan yang dilaksanakan oleh para pihak yang
terfibat dalam pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum mengacu pada Pasal 5
Keppres No.80 Tahun 2003 yaitu dalam bentuk bekeria secara tertib,
bertanggungjawab, profesional, mandiri, fidak saling mempengarehi, dan
mencegah tegadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait untuk
mencapai tujuan pengadaan barangfiasa di Pusat Kurikulum,

23} Komitmen manajemen ferhadap kompetensi

Sebuah organisasi harog dapat menempatkan orang yang fepat untuk
pekerjaan tertentn oleh karcna ite untuk dapat menjadi Pejabat Pembuat
Komitmen dan Panitia Pengadaan haruslah memenuhi persyaratan memiliki
tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas
yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu persyaratan berdasar Pasal 9 avat |
Keppres No.80 Tahun 2003 untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen di Pusat
Kurikulum yang telah ferpenubi, antara lain: 1) Berpendidikan Master; 2)
Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya; 3)

Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan
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keteladanan dalam sikap dan perilaku antarz lain tidak terlibat korupsi, kolusi,
dan nepotisme {KKNjy; 4} Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilalan
Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 {figa} tahun ferakhir dengan nilai rata-rafa
minimal “Baik”, dan 5) Dalam masa transisi, Pejabat Pembuat Komitmen belum
diwajibkan memiliki sertifikat keashlisn penpgadasn barang/iasa pemerintah,

namun harus sudah mengikutl pelatiban pengadaan barang/iasa pemerintah.

Panitia pengadaan dipilth oleh Pejabat Pembuat Komitmen deogan
mempettimbangkan pemahaman terbadap tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum-hukum peganjian/kontrak,
vang kermudian dikukohkan dengan Surat Keputusan NoG07/G/Kep/2007,

tanggal 5 Februari 2007.

Dan untuk mengembangkan kompetensi setiap tahun Pejabat Pembusat
Komitmen selalu mengikutsertakan staf yang bidang kerjanya meliputi kegiatan
pengadaan dalam pelatihan sertifikasi panitia pengadaan yvang diadakan oleh
Bappenas sehingga staf tersebut mampu mengeasa bidang pekerjaannya dengan

baik untuk mendukung lingkungan pengendalian.

3} Filosofi Manajemen dan Gaya Operasional Organisasi
Hal ini dapat dilihat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang disusun
sebagal pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum,

4} Struktur Organisasi
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Struktur Panitia pengadaan di Pusat Kurikulum dapat dilthat dalam Surat
Keputusan pengangkatan Panitia Pengadaan vang di keluarkan oleh Kepala
Badan Penelitian dan Pengembengan Departemen Pendidikan Nasional. Dimana
wewenang dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia
Pengadaan dan Anggota Panitia pengadaan telah ditentukan sesuai dengan posisi
yang jabatnya. Struktur kepanitian pengadaan ini disusun agar dapat menunjang
vansparansi, independensi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam melaksanakan

pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum.

5%y Cara Mendelepasikan wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan fanggung Jawab dan Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Panitia Pengadaan untuk mengusulkan pemenang pengadaan
barang/jasa. Dan setelah tugas panitia pengadaan selesat wewenang dikembalikan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Setelah Penyedia barangfissa selesal melaksanakan kontrak, Pejabat
Pembuat Komitmen mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada
Panitia penerimaan dan pemeriksaan barang, untuk menerima dan memeriksa
harang vang diserahkan cleh penyedia telah sesuai dengan konteak. Jiks telah
sesuat maka panitia ini membuat berita acara serak terima sebagal bukdi bahwa
pekerjaannys  telah  selesai, schingga wewenang dan  tanggung  jawab
dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

6) Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Pelgksanaannya
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Pejabat Pembuat Komitmen dalam membentuk panitia pengadaan dan
panitia penerimaan dan pemeriksaan, dengan mempertimbangkan bahwa staf
tersebut telah mengikuti pelatihan tentang pengadaan barang/jasa. Hal il
disebabkan dari 120 staf di Pusat Kurikulum yang sudah permnsh mendapat
pelatihan tentang pengadaan hanys 4 staf. Jumlah staf vang sudah mendapat
pelatihan hanya sedikit karena berkaitan dengan porsi peserta pelatihan yang
diadakan Balithang tersedia hanya untuk 2 orang staf tiap tahunnya. Dan

Balitbang mulal mengadaan pelatihan pengadaan barang/jasa pada tahun 2006.

4.2. Analisis Penilaian Resiko
Setiap organisasi selalu berhadapan dengan resiko dalam semua kegiatan,
termasuk Pusat Kurikulum dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/fiass,
Proses identifikasi resiko sampai level tahap kegiatan tidak tertuang secara eksplistt,
namun Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia pengadaan di Pusat Kutkulum telah
melakukan identifikasi dan penilaian resiko dalam menjalankan Kegiatan pengadaan
barang/jasa. Proses identifikasi dan penilajan perkiraan resiko yang potensial dan
frekuensi keseringan resiko itu muncul bertujuan agar tujuan pengadaan dapat
tercapal. Hasil Identfikasi resiko dalam pelaksanaan pengadsan adalah sebagai
berikut:
i. Tahapan pengadaan yang memerlukan waktu ;:ukup lama, sehingga tidak efektif
karena lebih mementingkan kesesuaian prosedur daripada kuslitas dan standar

barang/jasa, selain itu juga menyebabkan biava tingei:
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. Batasan wewenang antara Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan

harus diperjelas agar tidak tempang tindih;

. Pertentangan  peraturan  ientang  penambahan  persyaratan  dalam Proses

Pascakualifikasi harus diperjelas apakah diperbolehkan atau tidak;

. Jumlah staf yang sudah mengikuti pelaksanaan pengadaan sangat sedikit, yaitu
(1,03% dari selurulr staf di lingkungan Pusat Kurikulum dan belum ada yang
memiliki sertifikat keahlian pengadaan;

. Sarana dan prasarana kurang memada. Tidak adanya ruangan khusus pada saat
pengadaan menyebabkan kesulitan tagl panitia maupun peserta lelang pengadaan
harang/jasa; ' |

. Kurangnya koordinasi dengan Kesekretariatan Balithang menyebabkan kesulitan
penentuan jadual pelaksanaan pengadaan;

. Perubahan kebijakan tingkat departemen tentang prioritas pelaksanaan kegiatan,
yang lebih mengutamakan fersusunnya suatu bahan kebijakan atau suatu model

kurkulum, sehingga anggaran untuk pengadaan barang/jasa dipotong;

Pejabat Pembuat Komitmen dan Papitia Pengadaan telah mengidentifikasi dan

menilal resiko, namun belum secara ckspilisit menvatakan metode vang digunakan

misalnya sepert aktivitas merangking secara kualitatif dan kuantitatif,

Analisis Aktivifas Pengendalian

COS0 mendefinisikan komponen ini sebagai sekumapulan kebijakan dan

prosedur yang dapat menclong menajemen untuk meyakinkan bahwa tindakan vang
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diperlukan telah dilakukan untuk mengatasi resiko. Pusat Kurikulum mewujudkanoya

di pengadaan barang/jasa dalam bentuk, antara lain:

I

Pejabat Permbuat Komitmen di Pusat Kurikulum juga menyimpan dan memelibara
selurub dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses
pelelangan/seleksi;

Pembinaan yang dilakukan Pusat Kurikelum berkaitan dengan pengadaan
barang/iasa adalah mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara
intensif kepada semua perencana, pelaksana, dan pengawas di hingkungan Pusat
Kurikulum agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar;

Pusat Kurikulum mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa
serta memberikan perluasan kesempatan berusaha bagl vssha kecil termasuk
koperasi keeil;

Mengikat Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dengan Kontrak Perjanjian;
Mewajibkan perusahaan pelaksana pekerjaan untuk menyerabkan jaminan bank,
dimang PT Sumber Sarena Informatika menyerabkan jaminan berupa Surety
Bond yang dikeluarkan oleh Asuransi Puri Asih dengan Nomor Bond.
81.0.14.411.11.06.DM semlai Rp.21.720.000,~;

Penyusupan HPS sebagal alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk
rincrannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan
bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah;

Setelah serah terima pekerjaan dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan
penilaian terhadap hasil pekerisan vang telah diselesaikan, dan menerima

penyerahan pekerjaan setelah sehurub hasil pekerjaan dilaksanakan sesusi dengan
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ketentuan kontrak yang ditandail dengan berita acara penerimaan dan pemeriksaan
barang. Selain itu Penyedia barang/jasa diwaiib melakukan pemeliharaan atas
hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondiginva
telap seperti pada saat penyerahan pekefjaan dan dapat memperoleh permnbayaran
uang retensi dengan menycrahkan jaminan pemeliharaan, dalam hal ini PT
Sumber S8arana Informatika menyerahkan surat jaminan purna jual;

8. Pemberian sanksi kepada penyedia baramg/iasa bila tedadi keterlambatan
penvelesaian pekerjaan akibat dani kelalatan penyedia barang/iasa, sebagaimana
diatur dalam konirak, maka penyedia barangfiasa vang bersangkutan dikenakan
denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 {(satu perseribu) per hari dari
nilai kontrak (diatur dalam Surat Perjaniian Kegja/Konirak).;

9. Penghentian dan Pemutusan kontrak dinyatakan dadarm  Surat Perjaniian
Kerja/Kontrak antara Pusat Kurikulum dengan Penyedia barangfiasa sebagai
berikut:

a. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan tanggungjawab pelaksanaan
pekerjaan kepada pihak lain.

b. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan dan/atau mengalami kegapalan
sebagai akibat kelalaian pelaksanaan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama

berhak.

8.3.  Analisis Informasi dan Komunikasi
Bentuk informasi dan komunikasi yang terdapat dalam pengendalian intenal

pengadaan barang/jasa di Pusat Kurkulum dalam bentuk:
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Rapat internal yang dilakukan olch panifia pengadaan untuk melakukan

koordinasi di setiap tahap pelaksanaan pengadaan;

Tadusl pelaksanaan pengadaan dan Berila acara disusun oleh Panitia Pengadaan,
schingga setiap orang yang terlibat dalam pengadaan dapat melaksanakan tugas

dan tanggungjawabnya dengan baik agar tujuan dari pengadaan dapat fercapai;

Berita Acara sersh terima barang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komilmen
kepada Kepala Balithang sebagai laporan bahwa pengadaan barangfissa telah

selesat dilaksanakan oieh Pusst Konkulum;

Laporan peleksanean kegiatan dari Pejabat Pembuat Komittmen kepada Kepala
Balitbang sebagal Kuasa Pengguna Anggaran di sgtuan kega Balitbang

Depdiknas;

Rencana Kerja dan Syarat-syarat sebagai pedoman bagl panitia pengadaan di

Pusat Kurikulum dan Penyedia barang/jasa;

Pemuatan pengumuman pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pusat
Kurikulum dalam Surst Kaebar Nasional dan Papan pengumuman merupakan

bentuk dari informasi kepada pibak eksternal di Iuar Pusat Kurikulum;

Kapal Penjelasan/Aanwijzing dan sanggahan dari penyedia barang/jasa scbagai
bentuk komurkast antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa, dengan
cara mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila

menurut penyedia barangfjasa terdapat penyimpangan terhaéap ketentuan dan
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prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barangfiasa,
menghalangl ferjadinya persaingan yang sehat, atau karena penyalahgunasn
wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan danfatau pejabat yang berwenang

lainnya.

8.4. Analisis Monitoring

Suatu organisasi perfu untok menyusun suatu bentuk kegiatan monitoring
yang menyeluruh untuk mengukur keefektifan pengendalian internalnya dari wakta
ke walktu, Bentuk proses pengendalian intemal yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen di Pusat Kurikolum berupa pengawasan dalam kegiatan berjalan berupa
penyesuaian rencana keria vang harus dilaksanakan dengan sasaran yang harus
dicapai,

Evaluasi khusus yang terpisah dilakvkan oleh zudst intemal Departemen
Pendidikan Nasional. Temuan hasil audit terhadap pengadaan barang/iasa di Pusat
Kartkulum pada tahun 2007 adalah kurang pahamnya panitia pengadaan barang/jasa
terhadap prosedur pengadaan. Hal ind dikomunikasikan kepada Kepala Pusat sebagai
pucuk pimpinan untuk ditindak lanjuti dengan pelatihan kepada staf yang lingkup

kerjanya meliputi pengadaan barang/jass.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1, Kesimpulan

Kesimpulen yang dapat diambil sefelah melakukan analigis Kegiatan
Pengadaan di Pusat Kordkulum adalah secara umum telah melaksanakan komponen
pengendalian internal. Hal ini dapat dilihat dengan terpenubinya setiap komponen
pengendatian internal menurnt COSO yattu lingkungan pengendalian, penilaian
resiko, pengendalian resiko, imformasi dan komunikasi, serta monitoring.

Komponen lingkungan pengendalian di Kegiaian Pengadaan Pusat Kurikvhum
dalam bentuk usaha menerapkan peraturan perundangan ientang pengadaan
pemerintab di Indonesia sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan mulai dori
persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dan pamitia pengadaan, dan
pernyataan/komitmen melaksanakan nilai etika dan integritas darl setiap pibai;; yang
teriibat dalam pengadaan di Pusat Kurikulum yang tertuang dalam Pakta Integritas.

Identifikasi dan penilaian resiko yang telah dilakukan berdasarkan pada
kejadian di kegialan pengadaan barangfiasa yang telah dilaksanakan dimasa yang
telah lalu. Perlu dilakukan identifikasi dan penilaian resiko lebih lanjut untuk tiap
tahap pengadaan agar dapat disusun tindakan pengendaliannya.

Di Pengadaan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, pengendalian resiko
dilakukan dengan membuat kebijakan dan prosedur yang penyusunannya didasarkan
pada Keppres No80 Tahun 2003, salah satunya dituangkan dalam bentuk Renca
Keria dap Syarat-syarat.
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Komponen pengendalian intemal informast dan  komunikasi  yang
dilaksanakan dalam bentuk laporan pelaksanaan, jadual pelaksanaan pengadaan dan
berita acara dengan tujuan agar setiap orang yang terlibat dapat mengetahui tugas
dan tanggungjawabnya. Bagi pihak eksternal Pusat Kurikulum bentuk komunikasi
dan informasi yang dilakukan dalam bentuk prosedur pengumuman pengadaan
lelang, penjelasan/aanwiizing, dan sanggahan yang dapat dilakukan dengan mematuhi
prosedur vang telahb ditetapkan dan disepakat: bersama.

Menitoring diakukan dalam bentuk penyesusian antara rencena pengadaan
dengan sasaran yvang aken dicapai. Selain ifu juga dilakukan audit oleh auditor
internal Departernen Pendidikan Nasional yang temuannya harus segera ditindak

ianjuti oleh panitia pengadaan.

5.2. Saran

Saran berdasarkan hasil analisis pengendalian internal dalam Pengadaan
barang/jasa di Pusat Kurikulum adalah pelaksanaan pelatihan untuk pemngkatan
kemampuan sumber daya manusia perlu diperhatikan efektifitasnya, pemilihan
panitia pengadaan sebaiknya lebih bervariasi untuk tiap periode pengadaan, untuk
mennudabkan komunikasi dan koordinasi sebaiknya dipilih staf Balitbang yang
mempunyai kompetensi mengenai tata cara pengadaan dan memiliki komitmen
terhadap wakty, hal ini untuk memudahkan komunikasl dan koordinasi internal
panitia pengadaan. Dan sarana dan prasana untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
sebatknya jupa diperhatikan, misalnya disediakan ruangan Khusus  selama

pelaksanaan pengadaan.,
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Selain ito perlu dilakokan identifikasi resike yang tertuang dalam pedoman
panitia pengadaan sehingsa dapat dilakuken monitoring sebagai wadah evaluasi

pelaksanaan pengadaan di maga yang akan datang.
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Lampiran 1.

ANALISIS KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL PADA

PUSAT KURIKULUM
No| Kemponen Data Lokasi Teknik
1. | Lingkungan 1} integrites dan | Prinsip Wawancara,
Pegendalian nitai etika dari | pengadaan dokumen
karyawan dan | barang/jasa; {RKS,
manajemesn Pakta Keppres
integritas. 80/2003)
2} Komitmen Training dan Wawancara
manaiemen sertifikasi dan dokumen
terhadap panitia
kompetensi pengadaan,
persyaratan
PPK dan
pejabat
pengadaan
3y Filosofi dan RKS Dokumen
Gaya
Kepemimpinan
4} Struktur SK Dokumen
Organisasi pengangkatan
sebagai panitia
pangadaan
b) Pendelegasian | SK Dokurnen
wewenang dan | pengangkatan
Tanggung sebagat pamitia
jawah pengadaan
) Kebiiakan SDM | Serdifikat Dokumen
gdan Pesera
Pelaksanaan- | Pelatihan
nya Pengadaan
2. | Penilaian Tidak tertuang | Wawancarg
Resiko secara eksplisit
3. 1 Aktivifas Pengendalian Kontrak, HPS, | Dokumnen
Pengendalian  Umum RKS
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Komponen

No Data Lokasi Teknik
4 Koemunikast Berita acara, Dokumen
dan Informasi RKS, Laporan, |dan
Pengumuman/ | wawancara
tklan media
celak, Rapat
Penjelasan
5. | Pengawasan PPK, hasil Wawancara,
pemeriksaan dokumen
auditor internal
depdiknas
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